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MOTIO :

“Sesungguhnya Kepunyaan Allah-lah Rerajaan langit dan bumi. Dia
menghidupkan dan mematikan dan sekali-Rgli ttd'aﬁ,ada pelindung dan
penolong bagimu selain Allah”.

(QS. At-Taubah : 116)

Ku Persembahkan untuk :

> Kedua orang tuaku tersayang yang selalu
memberikan do’a dan dukungan serta doa yang
tulus demi masa depanku.

> Seluruh keluvarga besarku yang tidak bisa
kusebutkan satu persatu, terima kasih atas
dukungannya.

» Almamaterku.



ABSTRAK
PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA

BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLASTA
PALEMBANG

DIO AKBAR ALFREDO

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah unsur-unsur
sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian yang harus dibuktikan oleh
majelis hakim Pengadilan Agama Klas I A Palembang ? dan Bagaimanakah
pertimbangan majelis hakim terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian
apabila suami tidak bekerja di Pengadilan Agama Klas I A Palembang ?. Jenis
penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan
objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe
penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan
di atas, dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan Unsur-unsur unsur-unsur sengketa
pembagian harta bersama akibat perceraian yang harus dibuktikan oleh majelis
hakim Pengadilan Agama Klas I A Palembang, yaitu : Kedua belah pihak atau
salah satunya membutuhkan harta bersama tersebut; Salah satu pihak berniat tidak
baik atau menguasai harta bersama atau tidak membagi kepada pasangannya yang
dicerai. Dan Pertimbangan majelis hakim terhadap pembagian harta bersama
akibat perceraian apabila suami tidak bekerja di Pengadilan Agama Klas I A
Palembang, yaitu : Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas
minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam
arti memenuhi syarat formil dam materiil. Harus didukung oleh keyakinan hakim.

Kata Kunci : Hakim, Pem,bagian harta Bersama, Pengadilan Agama.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu,
dalam perkawinan akan terbentuk suatu keluarga yang sakinah mawaddah
warahmah dan diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut
dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Perkawinan
dianggap pernyataan antara dua jiwa yang sebelumnya hidup sehari-hari, begitu
gerbang perkawinan sudah dimasuki masing-masing individu tidak bisa lagi
memikirkan diri sendiri akan tetapi harus memikirkan orang lain yang bergantung
hidup kepadanya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1
menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tujuan utama dari
perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sampai ajal
memisahkan pasangan suami isteri itu dengan berlandaskan kepada Ketuhanan
Yang Maha Esa.

Berawal dari perkawinan inilah akan terbentuk sebuah keluarga yang
beranggotakan ayah, ibu dan anak-anak, dimana seorang ayah bertindak sebagai
pemimpin keluarga dan memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan semua

anggota keluarga. Ibu bertindak lebih banyak dalam fungsi pengawasan kepada



anak-anak dan membantu suami memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk
menjalankan organisasi kecil yang disebut keluarga ini. Antara semua anggota
keluarga satu sama lainnya memiliki hubungan timbal balik yang tidak tidak
terpisahkan.

Dalam keluarga suami dan isteri merupakan bagian inti, hubungan mereka
mencerminkan bagaimana satu manusi dengan manusia yang lainnya berbeda
jenis kelamin bersatu membentuk kesatuan untuk mempertahankan hidup dan
menciptakan keturunan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga
bias dibayangkan jika tanpa suami ataupun isteri keluarga tidak dapat terbentuk
dan masyarakatpun tidak akan pernah ada untuk membentuk kesatuan yang lebih
besar yaitu suatu Negara. Hal ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya
perkawinan dalam tatanan kehidupan manusia.

Semua individu yang sudah memasuki kehidupan berumah tangga pasti
menginginkan terciptanya suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan
batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia maupun akhirat nantinya. Tentu
saja dari keluarga yang bahagia ini akan tercipta suatu masyarakat yang harmonis
dan akan tercipta masyarakat rukun, damai, adil dan makmur.

Setiap pasangan suami isteri mendambakan keharmonisan rumah tangga,
sehinggas diperlukan perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga
sampai ajal menjemput nantinya, hal ini dikarenakan dalam keluarga akan selalu
muncul permasalahan yang sangat bisa menggoyahkan persatuan yang dibina tadi,
bahkan keutuhan keluarga yang kuat bisa terancam dan berakibat kepada

perceraian.



Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah
tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya, makanya proses
untuk menuju perceraian itu tidaklah gampang bahkan dipersulit, suami tidak bisa
begitu saja menjatuhkan talak kepada isteri, demikianpun sebaliknya isteri tidak
bisa langsung meminta cerai kepada suaminya.

Baik suami maupun isteri diberikan kesempatan untuk mencari
penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih
belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga,
maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan
untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Upaya terkahir yang ditempuh seandainya tidak mendapat jalan keluar
yang sesuai melalui musyawarah adalah meminta kepada pengadilan untuk
menyelesaikan permasalahan suami isteri tadi. Pengadilan akan membuka kembali
pintu perdamaian kepada para pihak dengan cara musyawarah memakai penengah
yakni mediator, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan
ini kepada Pengadilan Agama, sementara untuk agama lainnya melalui Pengadilan
Negeri.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-

undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan

kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat
kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat

yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya, maka akan mudah
terjadi perceraian.’

' Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990,
hlm.45.



Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya
adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara
lain :

Pasal 35 (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang
perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami
dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau
warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai
hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam Penjelasan Pasal 27
ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat
dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama
tersebut.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedngkan harta
bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, menurut
kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak
mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan
yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih
nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan
maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci
satu persatu.2

Hal yang paling sering terjadi pada masyarakat Indonesia yang mayoritas

beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan

atau pembagian harta bersama aantara suami dan isteri yang bercerai tersebut,

2 Ibid., hlm.56.



banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan
pertikaian pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa
bagian masing-masing suami atau isteri yang bercerai baik cerai hidup maupun
cerai mati.

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di
Indonesia juga berlaku Kompilasi hukum Islam, yang berkaitan dengan
pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan pasal 97
Kompilasi hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta
bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah
dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi hukum Islam
berbunyi :

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak

pasangan yang hidup lebih lama.

(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri
atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian
matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan
Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam menyatakan : “Janda atau

duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama

sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.



Dari uraian di atas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta
bersama karena cerai hidup dapat dilakukan secara langsung antara bekas isteri
dan suami dengan pembagian masing-masing separo bagian.

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian belanjut dengan
pembagian harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indodanesia termasuk di
Sumatera Selatan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya
penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan
Pengadilan Agama.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini, peneliti
ingin mengkaji lebih jauh yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul :
PERTIMBANGAN MAIJELIS HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KLAS I A
PALEMBANG.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi
permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah unsur-unsur sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian
yang harus dibuktikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Klas I A
Palembang ?

2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim terhadap pembagian harta
bersama akibat perceraian apabila suami tidak bekerja di Pengadilan

Agama Klas I A Palembang ?.



C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Substansi penelitian ini adalah bidang hukum perdata, khususnya

pelaksanaan pembagian harta bersama

. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah : Untuk memahami

pelaksanaan pembagian harta bersama dalam prakteknya di Pengadilan Agama

Klas I A Palembang.

i

unsur-unsur sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian yang
harus dibuktikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Klas I A
Palembang

pertimbangan majelis hakim terhadap pembagian harta bersama akibat
perceraian apabila suami tidak bekerja di Pengadilan Agama Klas I A

Palembang.

D. Defenisi Konseptual

i

Pertimbangan majelis hakim merupakan jiwa dan insti sari PUTUSAN.
Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau
kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara.?

Harta Bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik
dari hasil pendapatan suami atau isteri selama tenggang waktu antara saat
perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena

kematian salah seorang diantara suami isteri maupun karena perceraian.”

. https://www.pa-padang.go id., diakses 23 September 2018
). Satrio, Hukum Harta Perkawinan, Citra Aditya Bakti, Bandung, him.189



3. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau
tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.’

4. Pengadilan agama Pengadilan Agama adalah badan peradilan khusus
untuk orang yang beragama Islam yang memeriksa dan memutus perkara
perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.®

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian
hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian
hukum sosiologis, yang bersifat deskriptif atau menggambarkan.

2. Jenis dan Sumber data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan
perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan
buku-buku lainnya
Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang
diperoleh dari pustaka, antara lain :

a. Bahan hukum primer

5 Hilman Hadikusuma, Hukun Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2006,,
hlm.24

® M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Hukuk Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, jakarta, 2007



Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari
peraturan perundang-undangan, antara lain : KUH Perdata dan Hukum
Acara Perdata.
b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil
penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
Data primer diperoleh melalui wawancara pada pihak Pengadilan
Agama Palembang.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan
yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk
mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan
menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian
serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan
permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar,
perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam
penulisan skripsi ini.
4. Teknik Analisa Data
Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan
diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya
menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan



interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari
sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan
menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku
khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu
hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum,
sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam
penelitian.
G. Sistematika Penulisan

Pada penulisan akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematika
sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan, latar belakang, perumusan masalah,
ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, metode
penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini memuat hasil tentang pengertian perkawinan, tata cara
perkawinan, tentang perceraian dan tata caranya serta pengertian harta bersama.

Bab III : Menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang
berisikan tentang unsur-unsur sengketa pembagian harta bersama akibat
perceraian yang harus dibuktikan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Klas I A
Palembang dan pertimbangan majelis hakim terhadap pembagian harta bersama
akibat perceraian apabila suami tidak bekerja di Pengadilan Agama Klas I A
Palembang.

Bab IV : Merupakan penutup dari pembahasan penelitian ini yang diformat

dalam kesimpulan dan saran.
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